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MOTTO 

 

 

Hasil tidak akan menghianati usaha 

 

All the impossible is possible for those who believe !!! 

 

Beluh sara loloten, moen sara tamunen 

(bersatu dalam persatuan, seiya sekata, searah sehaluan) 

 

 

 منهما يصيب حتي ,لدنياه ولاخرته ,لاخرته الدنياه ترك من بخيركم ليس

 عساكر ابن الناس على كلا توننناولا ,الاخرة ألى بلاغ الدنيا فأن جميعا

 

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa 

yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula 

meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat 

kedua-duanya semua. Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. 

Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia“. 

(H.R Muslim) 
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ABSTRAK 

 

 Skripsi dengan judul, Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan 

APBDes di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip 

akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Trimurti, 

Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Sejauh mana kesiapan 

pemerintah Desa dengan Sumber Daya Manusia yang belum memadai Pada 

pengelolaan APBDes, melalui kegiatan melipti:  Perencanaan APBDes, 

Pelaksanaan APBDes, Pelaporan APBDes, dan Pertanggungjawaban APBDes. 

Penelitian ini sesuai deangan Azas umum Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Azas 

Transparan, Azas Akuntabel, dan  Azas Partisipatif.  

 Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan diskriptif kualitatif berdasarkan hasil pengumpulan data baik 

primer (wawancara) maupun skunder (dokumen-dokumen/arsip) sesuai obyek 

permasalahan yang diteliti pada kawasan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan APBDes di Desa Trimurti sebagai lokasi penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini dalam menentukan informan 

dilakukan dengan menentukan informan kunci (key informan) sesuai dengan 

fokus penelitian. Kemudian pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan 

melalui purposive sampling. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini 

berjumlah sebanyak 15 orang yang terdiri dari: Kepala Desa, Sektaris Desa, 

Bagian Keuangan Desa, Kaur Perencana Desa, Kaur pemerintah Desa, Ketua 

BPD, Kepala Dukuh 3 Pedukuhan, Tokoh Masyarakat 6 orang. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa di Desa 

Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY telah melaksanakan 

prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes. Secara umum 

akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Penegelolaan APBDes di Desa Trimurti, 

Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, DIY sudah berjalan dengan baik 

seperti pelaporan pemerintah desa, kebenaran dalam pelaporan dan partisipasi 

pelaporan, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki. 

Untuk pelaporan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sudah 

menunjukan adanya pengelolaan yang akuntabel, namun dalam kebenaran 

pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) disampaikan kepada 

bupati semester pertama dan semester kedua menunjukan sudah akuntabel tetapi 

masih kurang transparan sehingga Pemerintah Desa diharapkan lebih transparan 

lagi, sedangkan dalam pertanggungjawaban  secara fisik sudah menunjukan 

pelaporan  yang akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya 

perbaikan sehingga perlu pembinaan  lebih lanjut, karna belum sepenuhnyan 

sesuai ketentuan yang ada. kendala utamanya adalah kurang efektifnya pembinaan 

aparat pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih 

diperlukan pembinaan dari Pemerintah Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik 

yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi.Kedua 

proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area 

lokal maupun nasional, yaitu dari pengaturan politik yang bersifat otoritarian-

sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik. (Dwipayana, 2003:5) 

Selanjutnya menurut Dwipayana (2003:6) desentralisasi memungkinkan 

berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan 

antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk 

menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. 

Demokratisasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara 

lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan. Salah satu bentuk 

perubahan karakter hubungan kekuasaan tercermin dari pergeseran locus politics 

dari pemerintahan oleh birokrasi menjadi pemerintahan oleh partai (party 

government). Sementara itu Noordiawan (2007:284) menyatakan bahwa 

desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko (2002:19) 

menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami 

perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. 
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Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, 

sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari 

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat 

pusat di daerah. Mardiasmo (2002:6-7) menyatakan, secara teoritis desentralisasi 

diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama mendorong 

peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, 

serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh 

daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di 

masyarakat daerah; kedua: memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui 

pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang 

paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat 

pemerintahan yang paling rendah adalah desa. 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat  yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 

Pasal 1 Ayat 1)  

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah 

desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun 

demikian penyelenggara pemerintahan tersebut  tetap harus dipertanggung-
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jawabkan. Pertanngunjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung-

jawaban dalam pengelolaan keuangan desa.  

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan 

segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan 

lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga 

permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 

budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan 

pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk 

di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.  

Selanjutnya dalam UU No.6 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa 

pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam 

peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 

uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan 

kewajiban sebagaimana tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan 

pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari 

pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, 

bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Sedangkan belanja 
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desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan 

Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. 

Proses penyusunan APBDesa dimulai dari tahapan perencanaan yaitu melalui 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKPDes) yang disusun oleh Kepala Desa bersama dengan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Sekretaris Desa menyusun 

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan pada 

RKPDes sebagai dasar penetapan APBDes. Seluruh pendapatan dan belanja 

dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

Undang-undang Desa ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi 

segenap unsur Pemerintah Daerah, terutama Kepala Desa dalam mewujudkan 

kesejahteraan bagi rakyatnya. Dana desa yang bersumber dari APBN telah di 

tetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa 

yang bersumber dari APBN. Akan dikucurkan kesetiap desa dimana diperkirakan 

setiap desa akan mendapatkan rata-rata 1 Milyar lebih. Kepala Desa yang  

mendapatkan anggaran akan digunakan untuk membangun desa. Selain Dana 

Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan 

Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan 
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Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ 

Kabupaten/Kota peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan 

tanggung jawab yang besar pula. Selain harus mampu merencanakan program 

kegiatan yang terpadu sesuai dengan anggaran yang ada, sekaligus harus mampu 

melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala 

Desa diminta harus benar-benar siap secara mental, senantiasa berhati-hati dalam 

bertindak menentukan kebijakan bagi masing-masing wilayahnya. 

Dalam hal itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas 

dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa 

sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib 

menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggung 

jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus 

pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan 

penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan 

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. (Artikel R.B. Bely Dj. Widodo 

dkk, hal 1: www.bpkb.go.id diunduh hari kamis jam 16:00 15 desember 2016) 

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus 

melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat 

mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus 

bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas 
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transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang 

dilakukan pemerintah desa. 

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa 

Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul belum diimbangi dengan 

sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa 

memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur 

pemerintah desa.  

Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai 

terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan 

masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman 

atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Dari uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam 

sebuah proposal penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS PEMERINTAH 

DESA DALAM PENGELOLAAN APBDes ”. Dalam hal ini penulisakan lebih 

menyorot Aparatur pemerintah desa saja sebagai objek penelitian. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka timbul masalah 

yang perlu dibahas yaitu : Bagaimana upaya pemerintah desa untuk meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes ? 
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